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KATA PENGANTAR

Bismii Lahhiruhman nirrohirn,

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT,

yang telah melimpahkan rakhmad, taufik dan hidayahnya kcpa-

da say a, schingga sampai tersusun scbuah skripsi yang sa-

ngat :;ederhana ini guna melengkapi tugac dan memenuhi pcrsya ■

ratan untuk mencapai gelar Sarjana Ilukum pada Fakultas Hu-

kum Universitas Airlangga di Surabaya.

Adapun judul skripsi saya adalah PENGAWASAN KEUANGAN

DAERAH DALAM RANGKA MNNINGKATKAN KELANCARAN PEMBANGUNAN Dl

DAERAH TINGKAT I JAWA TIMIJR, yang maksudnya adalah untuk

raemberikan gambaran secara garis besar tentang pentingnya

arti dan fungsi dari pengawasn, karena dcngan pengawasan i-

ni dimaksudkan untuk membentuk suatu peraerintah yang bersih

dan berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna. Dalam hal

pengawasan keuangan daerah, ini dimaksudkan untuk tercapa'i-

nya tertib administrasi keuangan daerah. Berhasil tidakn,ya

pengawasan ini tergaiitung pada faktor manusianya, di mana a-

parat pengawasan itu harus mompunyai integritas yang tinggi,
I

maksudnya harus jujur, berani, bijaksana dan bertanggungja- 

wab dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan,

Di dalam kesempatan ini StL>sertai dengan perasaan yang 

tulur sedalain-dalamnya, saya monyampaikan turima kasih yang 

tak Lurhingga kupada yang terhorrnat :

1. Bpk. Saehorman Djamai, S.il. scbagai dosen pembimbing di 

bidang pcnulisan Ilukum Administrasi Negara; yang telah ba-

iii
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nyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan pa- 

da saya dalam menyusun skripsi ini.

2. Bpk, Ilarjono, S.II. Mc.L. dan Ibu Tatik Sri Djatmiati,

S.H. yang telah bersedia untuk memberikan saran dan ko- 

reksi terhadap skripsi yang saya buat dengan sangat se- 

derhana.

3. Bpk. Drs. Bambang Widarto beserta Staf Inspektur Pemban- 

tu Keuangan Inspektorat Wilayah Propinsi Jawa Timur.

J*. Bpk. Drs. Sudanun sebagai' Kabag Inspektur Pembantu Per- 

lcngkapan dan Peralatan Inspektorat Wilayah Propinsi 

Jawa Timur.

5* Bpk. Soeparno beserta Staf Inspektur Pembantu Pembangun- 

an Inspektorat Wilayah Propinsi Jawa Timur.

6. Bpk. Drs. Ec. Soehartono sebagai Staf Bappeda Propinsi 

Dati I Bidang Penelitian.

7. Bpk. Drs. Ngambas Afandi sebagai Staf BPKP Bidang Penge- 

luaran II, Perwakilan BPKP Jawa Timur.

8. Bpk. Askat sebagai Kabag Inspektur Pembantu Perekonomian 

Daerah dan Kesra Inspektorat Wilayah Kabupnten Mojokerto.

y. Bpk. Soon jo to, S.H. Ketua I3appada 'J’ingkat II Kabupaten 

Mojokerto beserta stfnya. I

10. Juga kepada kodua orang tuaku ( Bapak dan Ibu ) yang ter- 

cinta, yang telah merawat, membesarkan dan menaidik saya 

sorta selalu momberikan pengarahan serta dorongan kepada 

saya, cehingga Gaya berhacil dalam menyelecaikan studi 

eampai jonjang yang tinggi yaitu berhasil menyelesaikan

i v
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r  u n i v e r s i t y  a i r ^ n g o *

I s u  — ■* v

studi saya pada Fakiiltas Hukum Unair dengan baik dan

1 -mcar.

11. Juga kopada adik-adikku yang tersayang dan juga teman- . 

temanku yang telah banyaKmenolong dan membantu saya se-

hingga saya berhasil menyusun skripsi yang sangat seder 

hana ini*

12. Juga kepada yang terhormat Bpk. R.M. Soekarno, S.H. 

yang telah banyak memberikan bimbingan serta pengarahan 

dan dorongan pada saya sehingga menimbulkan semangat 

untuk cepat menyelesaikan skripsi saya.

13. Kepada semua pihak khususnya para Tri Civitas Akademica 

Fakultas Hukum Unair yang telah banyak membantu dan mem- 

bimbing saya selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum U- 

nair.

Mudah-mudahan skripsi yang sangat sederhana ini dapat 

bermanfaat dan saya menyadari bahv/a dalam penulisan skripsi 

ini m.-isih b;myak kekurangan-kekurangan, sebab dengan terba- 

tasnya kemampuan saya dalam mengolah dan menyusun skripsi 

ini , maka saya sangat mongh^rap segala kritik maupun saran 

dari sumua pihak yang bcrtujuan kearah penycmpurnacin skrip- 

s i. L n L.

Surabaya, oOptciribcr rjttb*
♦

Penyucun
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B A B I 

P E N D A H U L U A N

1• Permasalahan : Latar Belakang dan Perumusannva

Kalau kita raelihat pada kenyataan sehari-hari, ne - 

gara kita ini sedang meningkatkan pelaksanaan pembangunan 

di segala bidang* Misalnya : meningkatkan pelaksanaan pem

bangunan dibidang sandang, pangan, kesejahteraan, perhubu- 

ngan, penerangan jalan, dan masih banya k lagi. Pembangun

an tersebut tidak hanya dilaksanakan di pusat saja, yang 

dimaksudkan adalah pembangunan itu tidak hanya dilaksana- 

kan di daerah-daerah Tingkat I/Propinsi saja, melainkan 

juga dilaksanakan di daerah-daerah yang dimaksudkan adalah 

Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya, bahkan sampai ke pe- 

losok pedesaan. Mengingat wilayah negara kita yang sangat* 

luas, sehingga wilayahnya terbagi dalam wilayah-wilayah 

Propinsi, wilayah Kabupaten, wilayah kecamatan, wilayah pe- 

desaan/kelurahan. uan ini merupakan pembagian yang umura/ 

pembagian wilayah pada umumnya.

nengenai pemerintahannyapun juga ada beberapa macam, 

hal ini berdasarkan pada pembagian wilayan tersebut. nenu-[ 

rut undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang I'okok-pokok J 

r'emerintahan di Daerah, pasal 1 huruf a menjelaskan tentang 

r'engertian Pomorintah i^usat, yang selanjutnya diseDut rGiiie- 

rintah adalah i^erangkat,negara ^esatuan HI yang terdiri dari 

rresiden beserta Pembantu-pemb.-mtunya.

■ i
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J)i dalam penjelasan umum undang-undang tersebut/un- 

dang-undang nomor 5 tahun 1974 dijelaskan juga pengertian 

Pemerintah D a e r a h .  jcang dimaksud dengan Pemerintan D a e r a h  

adalah ivepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Mengenai remerintah Desa, ini diatur tereendiri di 

dalam undang-undang nomor tahun 1975 tentang remerintah- 

an Desa. Pada pasal 3 ayat 1 dijelaekan tentang pengertian 

pemerintah desa. Pemerintah Desa terdiri atas rvepala ueea 

dam Lembaga Musyawarah Desa. Di dalam Undang-undang terse- 

but dijelaekan pula tontang remerintah Koluranan. Pemerin

tah kelurahan terdiri dari Kepala Kelurahan dan Perangkat 

Kelurahan yang terdiri dari Sekretariat Keluranan dan Kepa- 

la Lingkungan*

Pemoangunan disegala bidang tersebut merupakan tugas 

dari pemerintah, terutama rresiden sebagai mandataris «aje- 

lis Permusyawaratan Kakyat, yang selanjutnya disingkat de

ngan MPk, Presiden melaksanakan ^aris-garis besar flaluan 

Negara, yang telah ditetapkan oleh MPtf dalam ketetapannya 

yaitu Ketetapan Mpxt Rx Nomor n/,-jpR/l9o3 yang berdasarkan 

pada Tap nPR Hi nomor 1 v/i-iPK/1978 dan Tap ini berdasarkan 

pada rap mpK ivomor j.V/HPH/1973* Dimana semua ketetapan ter- 

sebut mengatur tentang GBHN. Dalam melaksanakan ijBHN ini 

masih diperlukan peraturan pelaksananya yang dituangkan 

dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan atau dalam 

garis kebijokan pemerintah.

Mengingat banyaknya tugas dari pemerintah dibidatig

2
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pembangunan, maka ada proyek-proyek pembangunan tertentu 

yang pelaksanaannya diserahkan kepada daerah. Hal ini se- 

suai dengan aeas desentralisasi. Urusan-urusan pemerintah 

yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksa- 

naan aeas desentralisasi pada daearnya menjadi wewenang 

dan Uinggungjawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakar- 

sa sepenuhnya diserahkan kepada daerah, baik mengenai pe- 

nentuan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan maupun yang rae- 

nyangkut Segi-6egi perabiayaan.

nengenai biaya yang akan dipergunakan untuk pemba

ngunan di daerah ini, bisa berasal dari :

1. untuk proyek-proyek pembangunan tertentu yang dana- 

nya dianggarkan di dalam APBN.

2. Untuk proyek-proyek pembangunan di daerah yang dana- 

nya dianggarkan dalam aPHD ringkat I,

3* untuk proyek-proyek pembangunan tertentu di daerah 

j-ingkat li, yang dananya dianggarkan dalam APBD Ting 

kat j-I.

Agar perencanaan pembangunan tersebut bisa terwujud 

dengan baik dan pelaksanaan tersebut realisasinya bisa ber- 

jalan dengan baik, maka dalam pelaksanaan tersebut perlu 

dikontrol oleh aparat yang diserahi tugas untuk melakukan
<

pengawasan. Di sini yang dimaksud dengan pelaksanaan ada- 

lah pelaksanaan anggaran. Dalam hal keuangan daerah harue 

adaaparat yang bertuga6 untuk mengawasi dan memuriksa ke- 

angan, karena pada kenyataannya sekarang ini masih banyak
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terjadi penyimpangan-penyimpangan yang merugikan keuangan 

negara/daerah.

Tentang pengawasan keuangan daerah dlatur di dalam 

Undang-undang Nomor 5 tahun \9?kf tepatnya pada pasal 62 

( Pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan 

serta barang milik daerah ). Kemudian diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pe

ngurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, 

tepatnya diatur pada bab V ( Pengawasan Keuangan Daerah )f 

pasal 51 yang berbunyi sebagai berikut :

(1). Pejabat-pejabat yang oleh Kepala Daerah diserahi 
tugas dan tanggungjawab atas pengawasan pelaksana
an Anggaran Daerah melakukan pengawasan dan peme- 
riksaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan termak- 
tub dalam Peraturan Pemerintah dan peraturan-pera- 
turan pelaksananya#

(2). Tanpa mengurangi kewenangan pejabat-pejabat ter- 
maktub pada ayat (1), pejabat-pejabat dari aparat 
pengawas lainnya yang berhak berdasarkan peratur
an perundang-undarigan yang berlaku, dengan perse- 
tujuan Kepala Daerah melakukan pengawasan dan pe- 
meriksaan atas keuangan daerah.

(3)* Kepala Daerah wajib memberikan izin kepada pejabat- 
pejabat pengawasan sebagaimana dimaksudkan pada 
ayat (2) tersebut di atas dan mengadakan kordinaei 
atas aktivitas pcngawas-pengawas tersebut baik me- 
ngenai jadwal waktu pemeriksaan maupun sasaran* I. 
nya.1

Selain itu pemerintah berdasarkan Keputusan Presi- 

den Nomor 31 tahun 1983 telah membentuk suatu Badan Penga- 

wasan Keuangan dan Pembangunan, yang untuk selanjutnya dl- 

singkat dengan BPKP. Badan ini sering mengadakan pemerik-

^Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 197b tentang 
Eengurusan,.. uertanKKunR.lawaban dan pengaw.asan_Jteuangan da- 
Sliih, Lembaran Negara KI Tahun 1975 Nomor 5i h. 15*
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saan secara mendadak ke daerah-daerah. Meskipun sudah di- 

bentuk BPKP, penyolewengan-penyelewengan dibidang keuangan 

masih banyak terjadi, dan hal ini bisa mengakibatkan keru- 

gian pada keuangan negara/daerah. Sehingga saya tertarik 

untuk mombahasnya.

Dari uraian di atas timbullah bcberapa permasalahan 

yang perumusannya sebagai berikut :

1. Sampai seberapa jauh peranan BPKP dalam melaksana

kan pengawasan keuangan daerah ?

2. Faktor-faktor yang dapat menghambat pelaksanaan pe

ngawasan dan cara mengatasinya.

3. Langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh Kepala 

Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam hal pelaksanaan 

pengawasan keuangan daerah. * 

Untuk mengetahui peraecahan permasalahan tersebut di

atas, akan saya uraikan pada bab-bab berikutnya.

2. Pen.ielasan Judul

Untuk membatasi masalah tersebut di atas, saya me- 

milih judul skripsi dengan judul : PENGAWASAN KEUANGAN DA- 

ERAl! DALAM HANGKA MKWTNGK/VTKAN KKLANCARAN PXMBAN01JNAN 01 

DAERM1 TINGKAT I JAWA TIMUR, maka dari itu purlu kiranya 

untuk mcmberikan penjelasan terhadap judul skripsL yang 

saya pilih.

Pengawasan , di sini mempunyai beberapa pengertian, 

yang berasal dari pendapat para sarjana. Menurut pendapat
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dari Manullang, pengawasan adalah : suatu proses untuk me- 

netapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya 

dan mcngoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan 

pekerjaan sesuai dengan rencana semula.2

Slagian memberikan definisi tentang pengawasan seba

gai proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan 

organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang 

dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah di- 

tetapkan/ditentukan sebelumnya.3

Keuangan merapunyai pengertian sebagai berikut :
i

Keuangan di jaman sebelum kedaulatan diartikan " geldmidde 

len " yaitu al de rechten die een geldswaarde vertengenwoor 

digen, zootnede al hotgeen aan geld en goed tengenvolge van 

die rechten is verkregen ( P.H. Van der Kemp ) dalam buku- 

nya Wi etnas Jilid I hal. 7.1, yang terjemahannya sebagai be

rikut semua hak yang dapat dinilai dengan uang demikian-pu» 

la segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat 

dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut.

Mengingat bahwa keuangan itu mompunyai arti yang lu- 

as yaitu meliputi hak milik negara, kekayaan negara, yang 

yang bukan semata-mata terdiri dari hak-hak ( al de rech

ten ), melainkan juga semua kewajiban ( Verplichtingen ).

Di mana hak dan kewajiban tersebut dapat dinilai dengan

p
Sujamto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan.

GIIALIA TNDONFSXA, Jakarta, 1985, h. 16.

3Ibld. h. 12.

6
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S U 3 _ a B_a V A _ J  7

uang.^

Hak adalah hak suatu daerah untuk memungut pajak, 

retribusi, pungutan-pungutan lain yang diatur dalam undang- 

undang atau peraturan lain yang berlaku* Kewajiban adalah 

kewajiban pemerintah dalam melakukan/malnkeanakan tugas- 

tugasnya demi keponting^n masyarakat.5

Daerah, menurut Undrmg-undang Nomor 5 tahun 197  ̂ pa

sal 1 huruf e adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempu- 

nyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan ber- 

kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri da

lam kaitan Negara Kesatuan RI, sesuai dengan peraturan per- 

undang-undangan yang berlaku.

Pengawasan keuangan daerah dimaksudkan untuk menge-
j

tahui keadaan keuangan daerah sewaktu-waktu, disamping itu 

untuk memberikan pengarahan agar administrasi keuangan dae

rah itu bisa tertib dan sesuai dengan peraturan pelaksana

nya atau sesuai dengan perencanaannya.

Kelancaran pembangunan daerah itu s.ungat tergantung 

pada tersedianya dana yang cukup baik dan tergantung piila 

pada aparat pelaksana, sehingga perlu diadakan pengawasan 

Keuangan Daerah Tingkat I Jawa Timur, 1

M 11>1 K-

Hadi, Administrasi Keuangan Republik Indonesia. 
Percetakan GAYA BARU, Jakarta, 1981 > h. 2.

5 Wawancara dengan Staf Inspektorat Pembantu Keuangan 
Propinsi Jawa Timur, tanggul 8 Mei 198b.
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3* A"1 ”san Pemilihan Judul

Sejak dahulu hingga sekarang peranan/fungsi penga

wasan mcmegang peranan penting. Oleh karena itu perlu di- 

tingkatkan pelaksanaan pengawasan atas jalannya pemerintah- 

an dan pelaksanaan pengawasan keuangan daerah/negara.

Pengawasan Keuangan negara dilakukan oleh suatu ba

dan khusue yang tidak tergabung, dengan salah satu departe- 

men ataupun bukan pula organ dari Dewan Perwaiilan ftakyat, 

Tentang hal ini diatur dalam pasal 23 ayat 23 ayat 5 UUD 

19*15 yang ftenyatakan :

i
tin tukmemorikua Umggungjuwab ton tang keuangan negara 
diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peratur- 
annya ditetapkan dengan Undang-undang. Hasil pemerik- 
saan itu akan diberitahukan kepada Dewan Perwakilari 
Pakyat.b

Sedangkan pengawasan keuangan daerah itu dilaksana- 

kan oleh Inspektorat Wilayah Propinsi, Wilayah Kabupaten/ 

Kotamadya. Disamping itu juga dilaksanakan oleh BPKP.

Pemerintah membcntuk pengawasan itu mompunyai tuju- 

an untuk raencapai ketertiban apakah :

1. Segala sesuatu berjalan menurut rencana;
2. Segala tugais yang dijaLankan itu sosuai dengan pera- 

turan-peraturan yang berlaku;
3. Tugas itu dijalankan secara effisien dan tidak ter- 

jadi pemborosan.7

Disamping itu kita telah mongctahui bahwa negara ki- 

ta dewasa ini sedyng berusaha untuk mowujudkan suatu peme-

^A.G. Pringgodigdo, Tiga Undang-undang Dasar. P.T. 
Petabangunan, Jakarta, 197*4» h* 66.

^M. Hadi, o p . cit. h. 113.
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rintahan yang bersih dan’berwibawa, sehingga pada masa se-= 

karang perlu ditingkatkan peranan pengawasan di segala bi-

Tu.iuan Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini tentunya saya mempunyai 

suatu tujuan sebagai berikut : untuk melengkapi tugas dan 

meraenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum, 

memborikan sumbjngan pemikiran yang berguna bagi pembangun

an bangsa dan negara, disamping itu untuk menambah perbcn- 

daharaan koleksi karya ilmiah di bidang hukum pada umumnya 

dan bidang Hukum Administrasi Negara pada khususnya.

5. Metodolod

a. Pendekatan Masalah,

Terhadap masalah yang saya dalam skripsi ini, dila-, 

kukan pendekatan secara juridis yaitu dengan menitik berat- 

kan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai 

daeur pombahasan masalah.

Disamping itu dilakukan pendekatan secara tidak 

langsung, dalam artian masalah diperoleh setelah mengamati 

gejala yang ada melalui literatur, perundang-undangan yang 

kemudian dihubungkan dengan peristiwa yang timbul sebagai* 

akibat gejala tersebut,.seperti maeih banyaknya penyimpang 

an-penyimpangan yang mengakibatkan kerugian pada negara.

dang.
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b. Suraber Data*

Untuk menyusun skripsi ini saya menggunakan sumbur 

data dari perpustakaan dan dari lapangan.

Data kopustakaan, maksudnya adalah suatu data yang 

diperoleh dari hasil pengumpulan bahan-bahan bacaan dari 

literatur, majalah ilmiah, koran, peraturan perundang-un- 

dangan yang berlaku, yang kesemuanya itu berkaitan dengan 

permasalahan yang saya bahas.

Data lapangan, maksudnya adalah dnta yang diperoleh 

dengan jalan mengadakan suatu wawancara secara langsung . 

dengan para pimpinan Instansi Pemerintah.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.

Teknis pengumpulan data dilakukan dengan .cara komu- 

nikasi langsung, maksudnya adalah data diperoleh dari pe- 

ngalaman orang lain molalui wawancara. Di sini saya melaku- 

kan wawancara langsung dengan Pirapin?.m Instansi Pemerintah- 

an, yaitu : 1

1. Kepala Inspuktorat Wilayah !ropinsi, yaitu Inspek- 

tur pembantu Keuangan di Jawy Timur.

2. Kepala Perwakilan Badan Pemcriksa Keuangan dan Pctn- 

bangunan Jawa Timur.

3* Ketua Badan Perencan^an Pembangunan Daerah Tingkat I 

Jawa Timur.

Selain yang tt.-raobul di atas, uayu rtu.'lakukan survey
4

ke daerah Tingkat TI Kabupaten Mojokurto, yaitu :
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1. Wawancara dengan Kepala Inspektorat Wilayah Kabupat^n 

Mojokerto, yaitu Pemeriksa Perekonomian dan Kesejah- 

teraan.

2* Wawancara dengan Ketua Bappeda Tingknt II Kabupaten 

Mojokerto.

Setelah data tersebut terkumpul dengan lengkap, ke- 

mudian akan dianalisa berdasarkan pada metode yang telah di 

tentukan atau metode ilmiah yang ada.

d. Analisis Data.

Dalam menganalisa data menggunakan metode diskriptip 

analitis, historis Yuridie, dengan mongutamakan si fat fung- 

sional yang berarti setelah data terkumpul, disusun, dije- 

laskan, kumudian dianalisa sesuai dengan permasalahan yang 

ada pada saat sekarang berdasarkan pada peraturan perundang- 

undangan yang berlaku dan yang ada hubungannya dengan per

masalahan y*ng dibahas.

6• Sistemetika dan Pert*m/$Kun£.iawabannva

Bab I yang membahas latar belakang dan penjelasan 

istilah yang digunakan dalam penuliean skripsi ini saya le- 

takan diawal. punuLisan dengan maksud untuk itiunghi ndari ko- 

salahpahaman pada pombacy dalam mumahami pembahasan perma

salahan tersebut. Dengan mongetahui. batasan-batasan yang 

diburikan pada pokok permasalahan yang dibahas uerta penger- 

tiun torhadap xstilah yang digunakan maka kesalahpahamau a-
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kan dapat dihindari, karena pengawasan itu bukan hanya men- 

cari-cari kesalahan semata-mata, tetapi untuk raemberikan 

pengarahan atau membenarkan apa yang kurang benar untuk 

dijadikan landasan pembangunan di masa mendatang.

Untuk mengetahui sasaran yang hendak dicapai dalam 

pengawasan serta untuk menyeragarakan peraturan yang dijadi- 

kan landasan pelaksanaan pengawasan, maka hal ini sangatlah 

diperlukan sebagai landasan, teori. Oleh sebab itu saya le- 

takkan dalam bab II yang berjudul Tinjauan Umum tentang 

Pengawasan Keuangan Daerah,

Setelah kita mengetahui landasan yang sudah seragam 

maka kita ingin mengetahui peranan aparat yang mumpunyai 

wewenang untuk melakukan pengawasan tersebut, Apakah penga

wasan itu sudah dilaksanakan sampai ke 'daerah tingkat ba- 

wah. Yang dimaksudkan adalah apakah pengawasan langsung su

dah dilaksanakan sampai ke daera-daerah tingkat kelurahan, 

kecamatan, sehingga hal ini saya letakkan pada bab III de

ngan judul Pelaksanaan Pengawasan Keuangan Daerah*

Dalam pelaksanaan pengawasan keuangan ini banyak 

terjadi hambatan-hambatan yang merintanginya, sehingga ma- 

masih banyak penyelewengan-penyelewengan, penyalahgunaan 

kekuasaan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/dae- 

rah, Untuk itu Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur mengelu- 

arkan suatu kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Ma- 

kadari itu saya letakkan pada bab IV,

Sebagai akhir dari pembahasan ini saya memberikan
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ulasan ringkas sebagai suatu kesimpulan serta saran yang sa

ya l$takkan pada bab V, sebagai bab penutup yang berisi kc- 

simpulan dan saran.
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B A B II 

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAWASAN 

KEUANGAN DAERAH

1. Pengertian Tentang Pengawasan Keuangan Daerah

Dalam era pembangunan dewasa ini, pemerintah orde 

baru dari Repelita I hingga saat ini, masalah pembangunan 

disegala bidang terus raeningkat. Oleh sebab itu peranan pe- 

ngawaean harus ditingkatkan pula, agar penyimpangan-penyim- 

pangan, penyelewengan-penyelewengan, penyalahgunaan kekua- 

saan/jabatan yang langsung atau tidak langsung yang dapat 

mcrugikan keuangan nogara/daerah dapat dltekan sominlmal 

mungkin.

Demikian pentingnya arti pengawasan dan pemeriksaan 

sehingga para ahli managemen selalu mencantumkan fungsi pe

ngawasan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari mana

gemen,

Adapun unsur yang terkandung dalam managemen adalah 

perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan 

pengontrolan. Tetapi ada juga pembagian yang lain, yaitu : 

percncanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Perencanaan, di slni saya kaitkan dengan pemerintah- 

an, yang mcmpunyai pengertian sebagai berikut. Perencanaan 

sebenarnya adalah penentuan garis tindakan yang dipandang 

tepat dan monjamin berhasilnya sesuatu bidang atau beberapa 

bidang usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

lif
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Pada umumnya pelaksanaan perencanaan pembangunan ini dila

kukan oleh Bappeda, ini untuk program daerah, dan untuk 

program Nasional dilakukan oleh Bappenas,
*

Pelaksanaan, maksudnya adalah melaksanakan program 

dari pemerintah yang telah direncanakan oleh Bappeda, Pe- 

laksanaan ini dijalankan oleh dinas-dinas daerah, karena . 

dinas- dinas daerah itu merupakan unsur pelaksana pemerin

tah daerah ( pasal 49 ayat 1 UU Nomor 5 tahun 1974 )•

Pengawasan dimaksudkan untuk mengontrol pelaksanaii'- 

kegiatan pemerintah, apakah sudah berjalan sesuai dengan 

rencana atau belum, sebab kegiatan pemerintah yang seka- 

rang ini akan dijadikan landasan bagi pelaksanaan kegiatan 

di masa mendatang, Pengawasan di sini dilakukan oleh Ins- 

pektorat Wilayah Propinsi, Inspektorat Wilayah Kabupaten/ 

Kotamadya,

Di dalam penyelonggaraan aktivitas pemerintahan, a- 

gar dapat berjalan dengan lancar haruslah ditunjang dengan 

biaya yang baik pula. Biaya sebagai dana akan digunakan un

tuk mombiayai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 

pemerintah, bulk di pusat maupun di daerah.

Biaya tersebut haruG dianggurkan torLobih dahulu di 

dalam APBD, sepurti yang telah diuraikaii pada bab I. APBD 

ini murupakan kosatuan yang terdiri dari anggaran rutin dan 

anggaran pembangunan. Anggaran belanja rutin dibiayai dari 

pendapatan rutin yang berasal dari hasil pungutan pajak di 

daerah, bantuan dari pemerintah, Anggaran belanja pembangun-
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an dibelanjai dari pendapatan pembangunan dan tabungan da- - 

erah ( Publik Saving ).

Agar anggaran ini dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya, maka harus ada aparat yang bertugas untuk menga- 

wasi pelaksanaan anggaran daerah. Untuk itu perlu saya ja- 

laskan terlebih dahulu tentang masalah-masalah yang berka- 

itan dengan pengawacan kouangan daerah, yaitu tentang su- 

byolc dan obyok pengawasan keuangan daerah, jtmiti pongawas- 

an.

Pengertian pengawasan keuangan daerah seperti yang 

diuraikan pada bab I, maka di sini saya dapat racnyimpulkan 

sebagai berikut, yang dimaksud dengan pengawasan keuangan 

daerah adalah suatu kegiatan dari organisasi/pemerintah un

tuk menilai dan mengoreksi pekerjaan yang sedang dilaksana

kan terhadap hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan 

uang, di wilayah tertentu yang borhak, berwenang, berdasar

kan peraturan yang berlaku.

4

- Subyek dan obyek Pengawasan Keuangan Daerah.

Yang dimaksud -dengan subyek pengawasan keuangan da

erah adalah orang/badan/instansi yang diserahi tugas untuk 

mengadakan penilaian dan mengoreksi pekerjaan yang sedang 

dija]ankan dibidang kouangan daerah/anggaran daerah.

Subyek pengawasan keuangan daerah ini seperti hal- 

nya subyek pengawasan keuangan negara, yang terdiri dari

dua unsur yaitu pengawasan intern dan unsur pengawasan eks-

1 6
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tern.

Yang dimaksud dengan pengawasan intern adalah penga

wasan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh badan/organisasi

atau orang terhadap badun/organisasi/orang yang masih dalam
i

lingkungan organisasi yang mengawasi. Sebagai contoh adalah

- Inspektur Jenderal Departemen memeriksa unit-unitnya.

- Kepala Kantor/Satuan Kerja memeriksa bondaharawan ru

tin pada kantor/satuan kerja itu sendiri.

Yang dimaksud dengan pengawasan/pemeriksaan ekstern 

adalah pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh ba- 

dan/organisasi/orang terhadap badan/organisasi/orang di lu- 

ar organisasi yang mengawasi. Sebagai contoh adalah Direk-r 

t o m  I Jenderal Pengawasan Keuangan Nogara ( DJPKN ) pada 

Departemen Keuangan melokukan pemeriksaan pada unit-unit 

Departemen/Lembaga lain.

Subyek pengawasan intern. Yang bertindak selaku pe

ngawasan intern dalam pelaksanaan anggaran rutin menurut 

urutan dari instansi terendah, ialah :

a. Atasan Langsung Bendaharawan;
b. Atasan dari Kepala Kantor/Satuan Kerja;
c. Dircktur Jenderal atau pejabat yang setingkat pada 

Departemon/Lembaga;
e. Sokretaris Jenderal Departemon/Lembaga;
d. Biro Keuangan Departemon/Lembaga;
f. Inspektur Jenderal Departemon/Unit Pengawasan pada 

Lembaga.^

Q
Sud&rmin, Pedoman tentang Pemeriksaan Kas dan Pa

rana Neaarat C.V. GEN/iP JAYA BAKU, Jakarta, 1982, h. 60.
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Sedangkan subyek pengawasan intern dibidang pelaksa

naan Anggaran Pembangunan adalah :

a* Pemimpin Proyek;
b. Atasan dari Pemimpin Proyeh;
c. Direktur Jenderal atau Pejabat yang setingkat pada 

Departemen/Lembaga;
d. Biro Keuangan Departemen/Lembaga;
e. Inspektur Jenderal Departemen/Pimpinan Unit Penga

wasan pada Lembaga.9

Subyek Pengawasan Ekstern.

Yang bertindak sebagai subyek pengawasan ekstern ialah :

a. Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara ( D 
JPKN );

b. Badan Pemeriksa Keuangan;
c. Kantor Perbendaharaan Negara;
d. Mengenai Pembangunan, Inspektur Jenderal Proyek Pem

bangunan dari Bina G r a h a . '0

Mengenai DJPKN, sekarang ini digantl dengan BPKP, 

yang dimaksudkan di sini adalah tugas pengawasan yang di

lakukan oleh DJPKN dengan semakin meningkatnya ruang ling- 

kup pengawasan maka pemerintah membentuk suatu badan yang 

bernama BPKP. Untuk jelasnya mengenai latar belakang ter- . 

bentuknya BPKP ini akan saya uraikan pada bab berikutnya.

Itulah gambaran tentang subyek pengawasan keuangan 

daerah, di sana ada subyek pengawasan intern dibidang pe

laksanaan anggaran rutin dan pelaksanaan anggaran pemba

ngunan, karena kita mengetahui bahwa anggaran daerah itu 

turdiri dari anggaran rutin dan anggaran pembangunan.

Untuk mombahas obyek pengawasan keuangan daerah,

9Ibid.

1°Ibld, h. 61
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kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang sistem admi- 

nistrasi keuangan daerah, dimana sistem administrasi keu-s. 

angan daerah itu sania dengan sistem administrasi keuangan 

negara, pada pengurusan keuangan daerah terdiri dari dua 

macam pengurusan, yaitu pengurusan umum dan pengurusan khu- 

sus.

Pengurusan Umum ( Pengurusan Administratif ), yang 

mcngandung unsur halt penguasaan serta memberikan perintah 

menagih dan perintah raemb&yar. Pelaksanaan pengurusan umum 

ini membawa akibat pengoluaran dan mendatangkan penerimaan 

guna menutup pengeluaran-pengeluaran daerah. Dalam pengu

rusan umum ini terdapat dua pejabat atau subyek pengurusan 

yaitu : ‘

1, Otorisator, yaitu pejabat yang memperoleh pelimpah- 
an wewenang untuk mengambil tindakan-tindakan yang 
mengakibatkan adanya pengeluaran dan atau penerima
an negara;

2* Ordonnanteur, yaitu pejabat yang berwenang untuk me- 
nguji tagihan, momerintahkan pembayaran dan atau pe- 
nagihan sebagai akibat dari adanya tinrlakan otorisa- 
si di atas.1!

Yang bertindak sebagai otorisasi adalah Presiden, 'di 

dalam praktek wewenang itu diselenggarakan oleh para Mente- 

ri/Ketua Lembaga, Para Menteri/Ketua Lembaga sclaku pimpin- 

an pemerintah bertugas monyelonggarukan pemerintahan umum 

dan pombangunan monurut bidatign^a maaLng*-mai.utir;, r>ohubungmi 

dengan tugas tersebut, maka mereka dlberi wewenang untuk

^Wawancara dengan Staf Inspektur Pembantu Keuangan 
Propinsi Jawa Timur, tanggal 8 Mei 1985*
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mengambil tindakan/kebijaksanaan dibidang pemerintahan

yang dapat membawa akibat pengeluaran maupun penerimaan ba-

gi negara.

Sehubungan dengan skripsi yang saya buat itu berju- 

dul Pengawasan Keuangan Daerah Dalam Rangka Meningkatkan 

Kelancaran Pembangunan di Daerah Tingkat I Jawa Timur, maka 

di sini yang bertindak sebagai otorisator adalah Gubernur 

Kepala Daerah, karena Kepala Daerah itu sebagai wakil peme

rintah pusat dan dalam menyolenggarakan pemerintahan umum
]

mereka berhak mengambil tindakan-tindakan yang mcngakibat- 

kan pengeluaran atas beban negara* Hal ini diatur dalam pa~ 

sal 3 ayat 1 RAB ( Regelen Voor Het Administratief Beheer ) 

yang bunyinya sebagai berikut : " Dengan tidak mengurangi 

hal-hal, dalam man;: kekuasaannya terdapat dari peraturan- 

peraturan umum ataupun khusus atau pemerintah atau kuasa 

dari Presiden atau Kepala-kepala Departemen Pemerintahan U- 

mum, maka Kepala Daerah sebagai wakil-wakil Pemerintah Pu

sat dan dengan pengesahannya kemudian, berkah mengambil 

tindakan-tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 

negara, bilamana tindakan-tindakan itu tidak dapat ditunda 

tunda lagi sehingga merupakan ancaman bagi kepentingan Ne

gara, yang pasti mombawa kerugian bagi Negara oleh karena 

penundaan dari tindakan itu, sebagai akibat dari keharusan 

untuk mcminta kuasa'( izin ) lobih dahulu."

Jika kita kaltkan dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 

1974, y^ng mangatur tuntang fungsi Kepala Daerah sebagai
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Kepala Wilayah yn.ng momimpin penyulunggaraan urusan peme

rintahan umum yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah, 

hal ini diatur di dalam penjelasan umum undang-undang nomor 

5 tahun 1974 tersebut, dan jika kita kaitkan dengan tugas 

dari Kepala Daerah yang begitu luas dan banyak, maka dalam 

menjalankan tugasnya sehari-hari dibantu oleh aparat peme

rintah daerah seporti Sekwilda.

Menurut pasal 36 Keputusan Menteri Dalam Negari No

mor 903 - 603 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja tanggal 15 Agustus 1984 yang menyatakan Sekretaris 

Wilayah Daqrah bertanggungjawab atas penyelenggaraan pem- 

bukuan dan pelaporan sebagairaana telah ditetapkan dalam 

keputusan ini pasal 36 ayat 1, yang pelaksanaannya diawasi 

oleh Inspektorat Wilayah Propinsi pasal 36 ayat 2.

Jika hal ini kita kaitkan dengan pasal 10 Keputusan 

tersebut di atas, yang bunyinya sebagai berikut " untuk 

kepentingan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja da

erah pada setiap tahun anggaran Kepala Daerah menetapkan 

pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Ke

putusan Otorisasi ( SKO ), jelasnya diatur pada pasal 10 

ayat l Keputusan Mondagri Nomor 903 - 6(J;j !tahun 198*1 •
Yang dimaksud dengan otorisator di sini adalah SckwiIda.

Yang bortindak nubagai Ordonnanteur yaLtu Prosidon 

dan para Mentori, yang diatur pada ketuntuan ICW pasal 35 

dan peraturan pelaksananya yaitu RAB. Berdasarkan Keputus

an Kabinet tahun 1950 ordonnanteur hanya diberikan kepada

21
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Menteri Keuangan. Dalam penyelenggaraannya dilakukan oleh 

Kantor Perbendaharaan Negara yang tersebar di seluruh In

donesia. Oleh karena Daerah Tingkat I Jawa Timur itu ada 

beberapa KPN, maka dalam hal keuangan daerah yang bertin- 

dak sebagai ordonnanteur adalah KPN.

Pengurusan Bendaharawan, mengandung unsur kewajiban 

yaitu menerima, menyimpan, mengeluarkan/mcmbayarkan uang 

atau yang disamakan dengan uang atau barang milik daerah, 

sclatijutnya dipertanggurigjawabkan kepada Kepala Daerah. 

Pengurusan Khusuc dilaksanukan oloh boiiduharuwati ( Corapta- 

bol ), yang dalam pasal 7? ayat 1 Undang-undang Porbenda- 

haraan Indonesia dikemukakan pengertian bendaharawan, yai

tu orang-orang atau badan-badan yang karena negara ditugas 

kan untuk menerima, menyimpan, membayar/mengeluarkan atau 

menyerahkan uang atau kertas-kertas berharga dan barang-ba- 

rang di dalam gudang-gudang atau tempat-tempat penyimpanan 

yang lain.

Dipandang dari segi obyek pengurusan khusus, maka 

bendaharawan dapat dibagi atas :

!• Bendaharawan Uang yaitu yang menerima, menyimpan 
dan mengeluarkan/mcmbayarkan uang yang dikuasai da
erah.

2. Bendaharawan Barang yaitu yang menerima, menyimpan 
dan mengeluarkan barang-barang milik daerah.

3. Bendaharawan Uang dan Barang yaitu yang menerima, 
menyimpan dan mengeLuyrkan/mi:mbayarkan uang dan ba
rang-barang milik daerah. ̂
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Jenis Pengawasan

Pengawasan dapat dilakukan secara intern dan ekstern 

prevontif dan repressif, jauh dan dekat, pengawasan monurut 

hak, maksud dan tujuan serta teknik anggaran. ^

Pengawasan intern dan ekstern. Pengawasan Ekstern, 

jika diadakan pengawasan pada kantor-kantor pemerintah, 

yang dilakukan oleh badan di luar seperti BPK. Dikatakan 

pengawasan intern, jika diadakan pengawasan pada kantor- 

kantor pemerintah oleh petugas-petugas pemerintah sendiri.
4

Pengawasan preventif dan repressif. Pengawasan pre

vent! f adalah pengawasan sebelum diadakan pengeluaran dan 

mempunyai tujuan untuk mcnghindari pengeluaran yang tidak 

perlu. Pengawasan repressif dijalankan oleh Biro Keuangan 

pada tiap-tiap Departemen/Lembaga, yang menjalankan peme- 

riksaan dan pembukuan surat-surat pengeluaran, penerimaan 

yang diterimanya berupa antara lain SPM lembar kedua, SPJ*I

SPJ bendaharawan.

Pengawasan dari jauh dan dari dekat, Pengawasan da

ri jauh dilaksanakan atas dasar surat-surat pertanggungja- 

waban dengan surat-surat bukti pengeluaran/penerimaan ( 

eurpieces ) dan reprcsif sifatnya. Pengawasan ini dijalan

kan oleh Hiro Keuangan Departemon/Lembnga, antara lain a- 

tas "-IM bendaharawan-bendaharawan* Pengawasan dari dekat 

dilaksanakan dengan pomeriksaan soturnpat ( surplace ).
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Pengawasan ini dapat memberikan gambaran yang sempurna ten

tang jalannya pengurusan yang sebenarnya, uang kas cocok

dengan buku kas, penggunaan uang dapat dikontrol atas kwi- 

tansi pembelian yang dijumpai dalam pemeriksaan, dapat di

kontrol apakah barang-barang yang dibeli benar-benar ada, 

dengan kata lain apa yang telah dilukiskan dalam SPJ be

serta bahan-bahan yang ada itu sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya.

Pengawasan inenurut hak maksud tujuan dan menurut 

teknik anggaran, Pengawasan menurut hak ( rechmatigheids- 

control ) menitik beratkan pada surat bukti atas hak yang 

diperoleh dari orang atau badan itu kepada Ordonnanteur.

Pengawasan menurut maksud tujuan pengeluaran ( doelr 

matigeheids-control ), ditekankan pada prinsip-prinsip eko- 

nomi, apakah hasil dari pesanan itu tidak dapat dicapai de

ngan harga yang lebih murah/rendah.

Pengawasan menurut teknis anggaran ( wetmatigeheids 

control ), dititik beratkan pada uraian dalam anggaran, a- 

pakah itu sesuai dengan yang ditetapkan dalam anggaran, *

Pengawasan keuangan daerah itu mempunyai. sasaran se

bagai berikut perencanaan keuangan ( APBD ), pelaksanaan 

APBD, pertanggungjawaban APBD agar tercapai ketertiban ad- 

miniutrasi keuangan, tortib program, yang dlrnakuudkan ada- 

laii program kerja yang menyangkut masaJ.ah keuangan/anggar- 

an, Disamping itu agar tercapai tertih pelaksanaan kegiat- 

an pemerintah.

2Jf
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2. Sc.iarah Pengurusan Keuangan Daorah dan Pengawasan Keu- 

angan Daerah

Secara historis-chronologis dapat disebutkan bahwa 

dasar-dasar daripada keuangan daerah semasa pemerintahan 

ilindia Belanda diatur tersendiri-Gcndiri. Untuk Daerah 0- 

tonom Tingkat Propinsi, diatur di dalam Provincie Ordon 

nan tie Stb 192/| No 78 pasal 80 sampai dengan pasal 127. Un

tuk daerah Otomon Tingkat Kabupaten, diatur di dalam Regent 

schaps Ordonnantie, pasal 75 sampai dengan pasal 123. Untuk 

Daerah Otonom Tingkat Kotamadya/Gemeente, diatur di dalam 

Stadgemeente Ordonnantie Stb. 1926 No 365 pasal 99 sampai 

dengan pasal lifl.

Peraturan yang telah disebut di atas itu diperguna- 

kan untuk kepentingan petunjuK pelaksana.-mnya baik berkena- 

an dengan penganggarannya ( begrooting ), maupun pengurus- 

annya ( beheer ) serta perhitungannya ( rekenings voor-, 

schrifteri ), dan untuk melongkapi peraturan tersebut dia

tur lebih ianjut dengan stb, 1936 No /|32.

Di alain kemerdokaan diawali dcngnu bcr.Lakunya Undang 

undang No 22 tahun 1948 yaag mengatur tentang Daerah Oto
nom, itemudian Undang-undang No 1 tahun 1957, selanjutnya 

Undang-undang Nomor 18 tahun 1965, dengan melalui peratur- 

peralihan pada masing-masing peraturan perundangan yang di

sebutkan di a tat: totap berlnku sepanjang cocuai. dengan alam 

kemerdokaan.

Karena perk urnbangan jamau, maka pad,-: Jaman ordo ba-
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ru menghendaki adanya perubahan tatanan keuangan daerah. 

Untuk itu disusunlah peraturan yang baru yang berkenaan de

ngan pengelolaan keuangan daerah menggantikan ketentuan 

perundangan yang lama sebagai dimaksud dalam pasal 80 sam- 

pai dengan pasal 127 Provincie Ordonnantie, Stb 192^ No 78 

dalam pasal 75 sampai dengan pasal 123 Regenschaps Ordon

nantie, fitb 192/.] No 79, dalam pasal 99 sampai dengan paual 

141 Stadgemuente Ordonnantie, Stb 1926 No 365*

Peraturan yang baru tersebut adalah Peraturan Peme

rintah No 36 tahun 1972, tentang Pengurusan, pertanggung- 

jawabun dan pengawasan keuangan daerah; Peraturan Pemerin- 

tah No i|8 tahun 1973, tentang Pedoman Penyelenggaraan Keu

angan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No -22 tahun 

197*1 tentang bentuk contoh-contoli untuk penyelenggaraan 

keuangan daerah. Dengan berlakunya peraturan baru tersebut 

maka peraturan yang lama tidak berlaku lagi.

Sejalan dengan timbulnya Peraturan Pemerintah No 36 

tahun 1972 dan berlakunya IJndarig-undang No 18 tahun 1965* 

maka perlu diadakan penyesuaian peraturan yang raengatur 

tentang pengelolaan keuangan daerah.

Untuk penyesuaian tersebut, maka pemerintah menge- 

luarkan Peraturan Pemerintah No 5 tahun 1975 tentang pengu

rusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, 

dan peraturan polakaananya antara lain Peraturan Pemerintah 

No 6 tahun 1975* tentang tata cara penyusunan APBD, pelak

sanaan tata usaha keuangan keuangan daerah dan penyuuunan
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ponyueunan purhitungan APUD, Peraturan Mon tor I. Da Lain Nugu- 

ri No 11 tahun 1976 tentang caru monyucun APBD, pelaksanaan 

tata usaha keuangan daerah, dan penyusunan perhitungan A 

PBD.

Disamping itu karena keadaan yang raendesak dalam • 

artian perketnbangan pembangunan yang semakin meningkat ma

ka perlu dibentuk adanya pengawasan. Yang kesemuanya ber

dasarkan pada peraturan perundangan dan UUD 19^5. Untuk 

pengawasan keuangan daerah, maka pada tahun 1967 dilaksa

nakan oleh pengawas keuangan daerah yang lazim disingkat 

dengan PKD, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gu- 

bernur. Pengawasan yang dilaksanakan oleh PKD ini kurang 

tertib sebab tugas dari PKD ini tidak hanya mclakukan pe-
j

ngawasan saja tetapi masih ada tugas lain.

Dari PKD ini ditingkatkan menjadi Dinas Pengawasan 

Keuangan, Pungsi pengawasan di sini kurang tertib, karena 

Dinas Pengawasan ini tidak hanya melakukan pengawasan teta

pi melaksanakan tugas penggalian incarne daerah.

Akhirnya dari Dinas Pengawasan Keuangan ini diting

katkan menjadi Inspektorat, yang dibentuk berdasarkan Kepu

tusan Montorl Dalam Negori Nomor 220 tentang orgunii;asl dun 

ta ta ker ja Tnspok tor a I 'VI .Lay ah Kabupa ton/'otamady a , Kepu

tusan Mondagri No 2 19 tahun V)7.') ton tang organlsasl dan 

tata korja Inspektorat Wilayah Propinsi. Di sini J'ungsi pe-
♦

ngaw.-isan cudah muial tertib, iebih-lebilt setelah dikoluar- 

kan Inspres No 15 tahun 1983 tentang Pedo/nan pelaksanaan
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p e r p u s t a k a a n

"UNIVERSITAS a ir l a n o o a * 
S U R A B A Y A

R H A T

HAL ALINEA BARIS KE TXNTULIS SIWA.RU3NY A

iv 3 21 dari atas Stfnya Stafnya

9 3 14 dari atas yang saya yang soya bahac

11 1 3 dari atas kesejahteraan kesejahtoraan rakyat

12 3 16 dari atas daera daorah

ta 1 if dari .atas proyeh proyek

20 2 18 dari atae kotamodya Kotamadya

31 7. duri atas ? /

.32 2 16 dari atas raenysun menyusun

36 5 dari atas pengaoluaran pengeluaran

37 2 7 dari atas Kepal Kepala

11 dari atas negari negara

to 3 14 dari atae pembangunan kouangan

43 2 6 dari ata6 membedaka raoatbodakan

Uk 2 13 dari atae untu untuk

k 5 3 17 dari atas dijakan dijadikan

i*5 2 7 dari ?tas de- dengan

i* 5 1 2 dari atas oenjalan monjalankan

48 3 17 dari atae soca- secara

49 2 13 dari atas faK- faktor

50 1 5 dari atas kepentinagn kepentinattg

.Hal. iv tertulis Bapok Askat

Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaton Dati IX Mojokerto dan Bapak H. As- 

kat Usman Pemeriksa Porakonomian dan Kosra.

Pndo hal oainpuX, hal persembahan, hal judul, ha! pengesahan tertulis 

na/na SRI RAHAYU seharusnya SRI RAIIAJU.
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pengawasan. Dan mengenai peranan aparat pengawasan, khusu 

nya pengawasan keuangan daerah akan saya uraika pada bab 

berikutnya.
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B A B  III

PKLAKSANAAN PKNGAWASAN KEUANGAN UAEKAU 

DI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUP

1. Pcranan Ararat Ponftavjasan Keuangan Daerah

Di dalam pasal 55 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 

5 tahun 1975, yang telah diuraikan pada bab I, di sini je- 

las bahwa yang dimaksud dengan pejabat yang oleh Kepala Da

erah diserahi tugas dan tanggungjawab atas pengawasan ang

garan daerah adalah Inspektorat Wilauah Propinsi, inspekto

rat Wilayah Kabupaten/Kotamadya.

Inspektorat V/ilayah Propinsi untuk Daerah Tingkat I, 

sedangkan Inspektorat .Vilayah Kabupaten/Kotamadya untuk Da

erah tTingkat II Kabupaten dan Daerah Tingkat II Kotamadya. 

Disamping itu masih ada aparat pengawasan yang lain, yaitu 

BPKP dan Badan Pemcri'ksa Keuangan ( BP1-' ).

Aparat pengawasan keuangan yang telah disebutkan di 

atas, mempunyai tugas yang sangat beear di dalam melaksana- 

kan tugas pengawasan. Makadari itu perlu diuraikan terlcbih 

dahuiu. tentang kodudukan, tug,-is, fungci dari raasiug-masing 

aparat pengawasan keuangan daerah*

- Poranan Inupektorat V/lla.vah Propinsi

Inspektorat V/il/jy.-ih Propinsi dibontuk berdasarkan 

Keputu!.ian ‘■icnter’l Dalarn Negerl .Nomor 2 19 tahun 197V ton- 

tan g organLsasi dan tata kerja Inspektorat Wilayah Propin

si •
29
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Keputusan tersebut dikeluarkan karena semakin mening- 

katnya pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerin

tahan di daerah dan untuk peningkatan penyelenggaraan peng- 

awasan.

Di dalam bab I Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 

219 tahun 1979 diatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi 

dari Inspektorat Wilayah Propinsi, begitu juga tentang su- 

sunan organisasinya. Pasal 1 Keputusan Mendagri Nomor 219 

tahun 1979 yang berbunyi sebagai berikut : Inspektorat Wi

layah adalah perangkat pengawasan umum yang langsung berada 

dan bertanggungjawab kepeda Gubernur Kepala Daerah Tingkat 

I'dalam kedudukannya sebagai Kepala Wilayah Propinsi,

Tugas dari Inspektorat Wilayah Propinsi diatur da

lam pasal 2 Keputusan Mendagri tersebut. Tugasnya adalah 

melakukan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerin

tah daerah dan pelaksanaan tugas Departemen Dalam Negeri 

di daerah baik yang bersifat rutin maupun pembangunan agar 

dapat berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan perun- 

dang-undangan yang bcrlaku,

Untuk raenyelenggarakan tugas tersebut, Inspektorat 

Wilayah Propinsi mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pemeriksaan terhadap setiap unsur dan atau instansi 
di Lingkungan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat
I dan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat
II serta unsur dan atau Instansi Departemen Dalam 
Negeri di daerah yang meliputi bidung-bidang pembi- 
naan sosial politik, pembinaan pemerintahan umum, 
peinbinaan pemerintahan desa, pembinaan otonomi dae-■ 
rah, pembangunan-pembangunan desa, agraria, adminis
trasi, organi.sasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian,
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keuangan, perlengkapan dan peralatan, perusahaan 
daeran dan lain-Iain yang ditugaskan oleh Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I;

b» Pengujian serta penilaian atas hasil pelaporan ber- 
kala atau sewaktu-waktu dari setiap unsur dan ins
tansi di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah 
Tingkat I dan Kabupaten?kotamadya Daerah Tingkat II 
serta unsur atau instansi di lingkungan Departemen 
Dalam Negeri di Daerah atas petunjuk Gubernur Kepa
la Daerah Tingkat I;

c, Pengusutan mengenai kebenaran pelaporan atau penga- 
duan tentang hambatan, penyimpangan ■ atau penyalahgu- 
naan dibidang pumbinaan sosial politik, pembinaan 
pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan desa, pem
binaan otonoini Daerah, pembangunan, pembangunan de
sa, agraria, administrasi, organisasi dan ketatalak
sanaan, kopegawaian, keuangan, perlengkapan dan per
alatan, perusahaan Daerah yang dilakukan oleh unsur 
dan atau instansi di lingkungan Pemerintah Propinsi 
Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Ko- 
tamadya Daerah Tingkat II, serta unsur atau instansi 
di lingkungan Departemen Dalam Negeri di Daerah;

d. Pemberian pelayanan tehnis administratif dan peng- 
inventarisasi semua peraturan perundang-undangan 
serta kebijaksanaan Menteri Dalam Negari dan Guber
nur Kepala Daerah Tingkat I dibidang yang menjadi 
tugas pengawasannya. dan mempersiapkan rencana pro
gram pemeriksaan,'h

Mengenai susunan organisasinya, Inspektorat Wilayah 

Propinsi yang terdiri dari :

a. Bagian Tata Usaha; ,
b. Inspektur Pembantu Pemerintahan dan Agraria;
c. Inspektur Pembantu' Keuangan;
d. Inspektur Pembantu Perlengkapan dan Peralatan;
e. Inspektur Pembantu Badan Usaha;
f. Inspektur Pembantu Pembangunan;
£♦ Inspektur Pembantu Social Politik dan Kupogawaian;
h. Inspektur Pembantu Perekonomian Daerah dan Kesejah- 

teraan Rakyat,^

Dari masing-masing bagian tersebut di atas m- mpunyai 

tugas serta fungsi y.-mg berboda-beda. Oleh karena pcinbahas-

^Keputusan Mendagri No-21^ thn 1979, tentan/-- Or^a- 
nisasl dan tata kerja Inspektorat Wilayah Propinsi, h . 116.

,5lbid, h. 117.
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an skripsi ini berkisar pada pengawasan keuangan daerah, 

maka saya akan menguraikan Inspektur Pembantu Keuangan.

Inspektur Pembantu Keuangan mempunyai tugas mumban- 

tu Inspektorat Wilayah Propinsi dalam melaksanakan pemerik

saan, pengujian, penilaian serta pengusutan dibidang keu- *r 

angan. Agar pelaksanaan tugas-tugasnya dapat berjalan de

ngan lancar/baik, maka Inspektorat Pembantu Keuangan mcm- 

punyai fungsi sebagai berikut :

a. Melakukan inventarisasi peraturan porundang-undangan 
Kebijakuanaan Mcnteri Dalam Negari dan Ciubernur ae- 
pala Daerah Tingkat I;

b. Mempersiapkan rencana serta program pemeriksaan;
c. Melakukan pemeriksaan urusan keuangan;
d. Menguji dan menilai laporan hasil pekerjaan pemerik

saan dan mengusut kebenaran laporan dan pengaduan;
e. Mempersiapkan dan menysun serta menyampaikan lapor

an hasil pemeriksaan, pengujian dan penilaian serta 
hasil pengusutan.1°

Dasar hukum tentang tugas dan fungsi dari Inspekto

rat Wilayah Propinsi diatur dalam pasal 12 dan pasal 13 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 219 tahun 1979.

Agar dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, 

maka Inspektur Pembantu Keuangan dibantu oleh tiga ‘aparat, 

yaitu : Pemerikca IJrucan Keuangan Pucat, Pemoriksa Pelaksa- 

na Anggaran Daerah, Pemeriksa Perhitungan, Ketiga aparat

tersebut di atas tentu mempunyai tugas untuk membantu Ins-
i

pektur Pembantu Keuangan. Tugas dari ketiga aparat tersebut 

adalah :

32
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a* membantu Inspektur Pembantu Keuangan dalam melak
sanakan pemeriksaan, pengujian dan penilaian serta 
pengusutan mengenai bidangnya matdng-masing;

b# membantu Inspektur Pembantu Keuangan dalam memper- 
siapkan kunsop-konsep laporan sesuai dengan bidang
nya rnasing-masipg;

c. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ins
pektorat Pembantu Keuangan;

d. mumbcrikan saran-saran kepada Inspektur Pembantu 
Keuangan tentang langkah-langkah yang harus diam- 
bil dalam melakukan tugasnya. "

Kalau dilihat dari segi kedudukan, tugas dan fungsi 

dari Inspektorat Wilayah Propinsi yang telah diuraikan di 

atas, dlmana ItwilProp merupakan aparat Pembantu Gubernur 

Kepala Daerah dibidang pengawasan, maka tampaklah bahwa pe- 

ranan aparat pengawasan yang dimaksudkan adalah Itwilprop 

sangat penting dan sangat besar peranannya, karena penye

lenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan bisa berjalan 

dengan baik ini jika ditunjang dengan sistem pengawasan 

yang baik dan ditunjang pula oleh peranan dari aparat pe

ngawasan dalam melaksanakan tugasnya yang baik, effektip 

dan efi’isien.

Disamping itu tidak kalah pentingnya dengan tugas 

mengawasi keuangan daerah yang telah tersusun dalam anggar

an daerah. Jadi peranan aparat pengawasan itu sangatlah di- 

perlukan dalam segala bidang, terutama di dalam sistem ma- 

nageman negara, dimana telah ditetapkan suatu proses dari 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan peruiicatiaan kom- 

bali.

1?Ibid. h. 121.
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- Peranan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini diben- 

tuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 tahun 1983 ten

tang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selan- 

jutnya disingkat dengan BPKP.

Latar belakang dibentuknya BPKP atau dikeluarkannya 

Keppres Nomor 31 tahun 1983 adalah bahwa peningkatan pem
bangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah niemerlukan pula 

peningkatan pengawasan; bahwa agar dapat diperoleh hasil 

pengawasan melekat pada masing-masing unit organisasi peme

rintah, diporlukan adanya pengawasan yang terlepas dari u- 

nit-unit pelaksana; bahwa pengawasan dimaksud di atas tidak 

hanya pengawasan keuangan dan ketaatan kepada peraturan 

perundang-undangan, melainkan juga pengawasan terhadap ke- 

hematan, daya guna dan hasil guna program dan kegiatan pe

merintah dan pembangunan; bahwa untuk meningkatkan fungsi 

pengawasan yang dewasa ini dilaksanakan oleh Dirjen Penga

wasan Keuangan Negara, Departemen Keuangan, sebagai unit 

pengawasan intern pemerintah, agar dapat melakcanakan pe- 

ngawasan terhadap seinua keuangan dan kegiatan pemerintah, 

baik di pusat maupun di seLuruh negara 1?I dan di Luar Ne

geri, maka dianggap porlu untuk mombtmtuk Badan yang mela

kukan pengawasan keuangan dan pembangunan.

Untuk mengetahui sampai seberapa jauh peranan dari 

BPKP, kita perlu mcnguraikan tentang kedudukan, tugas dan 

funguinya. Dari sini nauti da£nt Uiketahui peranan BPKP.
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Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini ada- 

lah uuatu badan/lombaga pemerintah non Departemen yang ber- 

ada di bawah dan bertatigr;ungjawab langsung kepada Prcsiden. 

BPKP ini dikepalai oleh seorang Kepala.

BPKP mempunyai tugas yang sangat penting dalam mun- 

jalankan kewajibannya sebagai aparat pengawasan. Tugas da

ri BPKP tersebut diatur pada pasal 2 Keppres Nomor 31 ta

hun 1983* sebagai berikut :

1. mempersiapkan perumusan kebijaksanaan pengawaaan kc- 
uangan dan pengawasan pembangunan;

l\ menyulenggarakan' pengawasan umum atas pcnguasaan dan 
pengurusan keuangan;

3# menyelonggarakan pengawasan pembangunan.
i

Agar tugas yang dilaksanakan oleh BPKP itu bisa ber

jalan dengan lancar, maka perlu diatur tentang fungsi dari 

BPKP, yaitu :
i

a. merumuskan perencanaan dan program pelaksanaan peng
awasan bagi BPKP dan mempersiapkan perumusan peren
canaan dan program pelaksanaan pengawasan bagi selu- 
ruh aparat pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerin
tah Daerah;

b* mombcrikan biinbingan dan pembinaan dibidang ponga - 
wasan; 1

c* memonitor pelaksanaan rencana pengawasan danimenga- 
dakan analisa atas hasil pengawasan seluruh aparat 
pengawasan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

d. mempersiapkan pedoman pemeriksaan bagi seluruh apa- 
' rat pengawasan pemerintah pusat dan pemerintah da
erah;

e. melakukan koordinasi teknis mengenai pelaksanaan pu- 
ngawasan dari Departemen dan instansi pemerintah 
lainnya, baik di pusat maupun di daerah; ‘

f. meningkatkan ketrarnpilan teknis seluruh aparat peng
awasan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

^Keputusan Presiden RI Nomor 3 1 tahun 1983, tentang 
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, h. 2.
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g. melakukan pengawasan terhadapsemua pencrimaan Perae- 
rintah Pusat dan Pemerintah Daerah, termasuk penga
wasan atas pelaksanaan fasilitas pajak, bea dan cu- 
kai;

h. melakukan pengawasan terhadap semua pengaeluaran 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

i. melakukan pengawasan terhadap pengurusan barang-ba- 
rang bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah;

j. melakukan pengawasan terhadap semua Badan Usaha Mi
lik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan badan-ba- 
dan usaha lainnya yang seluruh atau sebagian kekaya- 
annya dimiliki pemerintah pusat dan pemerintah dae
rah;

k. melakukan pengawasan terhadap badah-badan lain yang 
seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh a- 
tau disubsidi di atas bebah Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara, termasuk badan-badan yang di dalam- 
nya terdapat kepentingan keuangan dan kepentingan 
lain dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah 
karena pemberian hak atau wewenang hukum publik;

1. melakukan pengawasan terhadap sistem administrasi 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Badan Usaha 
Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, termasuk 
pembukaan rekening-rekcning Pemerintah pada Bank;

m, melakukan evaluasi terhadap tata kerja administrasi 
pemerintahan yang telah ditetapkan oleh masing-ma- 
sing instansi;

n. melakukan pemeriksaan khusus terhadap kasus-kasus 
tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan dan kasus- 
kasus yang diperkirakan mengandung unsur penyimpang- 
an yang merugikan pemerintah pusat, pemerintah dae
rah, badan uesaha milik negara dan badan usaha milik 
daerah;

o. melakukan pemeriksaan akuntan untuk memberikan per- 
nyataan pendapat akuntan terhadap badan usaha milik 
negara, badan usaha milik daerah, dan badan-badan 
lainnya yang dianggap perlu;

p» melakukan pengawasan kegiatan Kan tor A k u n U m  Pu-* i- 
blik.iy

Sebagai pelaksanaan dari Keppres Nomor 31 tahun 198> 

dikeluarkan Keputusan KepaLa Badan BPKP Nomor Kep-213A/1983

^ Ibid. h. 3 dan h. if.
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tentyng Organisasi dan tata kerja BPKP. Di dalam Kcputusun 

tersebut dalam bab menimbang dicantumkan tentang dipandang 

perlu untuk merumuskan perincian kedudukan, tugas, fungsi, 

susunan organisasi BPKP.

Yang dimaksud dengan perwakilan BPKP adalah unsur 

pelaksana yang berada langsung di bawah dan bertanggungja- 

wab langsung kepada Kepala BPKP. Perwakilan BPKP Propinsi 

dipimpin oleh seorang Kepal Perwakilan. PerwaBtilan BPKP 

mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas BPKP di da

erah wowenangnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan 

oleh Kepala BPKP.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, perwakilan 

BPKP Propinsi mempunyai fungsi yang sama dengan fungsi yang 

diatur di dalajn Keppres Nomor 31 tahun 1983•

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini mempu

nyai susunan organisasi sebagai berikut :

1. Koordinasi. Teknis Pengawasan I/II;
2. Bagian Tata Usaha;
3# Bidang Pengawasan Pengeluaran I/II;

Bidang Pengawasan Penerimaan;
5. Bidang Pengawasan BUMN/BUMD I/II/T.II/IV;
0. Bidang Peroncanaan, Anallsa dan Rvaluasi ( PA hi ).20

Ural an tcruubu t di. atau merupakun gambarun dari pong- 

awasan yang dilakukan oleh BPKP. Di situ tampak jelas bahwa 

peranan BPKP itu sangat besar, karena mereka langsung ber- 

tanggungjawab kepada Presiden, disamping ita BPKP ini bisa

^Keputusan Kepala BPKP Nomor: Kep-213/K/l 983,1 tgl 
10 Deceinbur 1983 tentang Organisasi dan tata kor.ia BPKP.
h.
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memeriksa semua instansi pemerintah baik pemerintah pusat, 

maupun pemerintah daerah,

2* Mekanisme Pengawasan

Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu menge

nai istilah mekanisme. Mekanisme saya artikan sebagai cara 

atau prosedur yang digunakan dalam melaksanakan pengawasan.

Di dalam melaksanakan pengawasan, agar dapat berja

lan dengan lancar dibontuklah suatu pedoman untuk melaksa

nakan pengawasan, yang antara lain adalah Inpres Nomor O  

tahun 1983 tentang Pedoman pelaksanaan pengawasan. Di da

lam Jnpres ini dicantumkan bahwa untuk meningkatkan pelak

sanaan pengawasan yang effektif dan effisien di dalam tubuh 

aparatur pemerintah di 'lingkungan masing-masing, secara ' 

terus raenerus dan menyeluruh dalam bentuk pengawasan yang 

dilakukan oleh pimpin&n/atasan masing-masing satuan organi- 

sasi satuan kerja terhadap bawahannya; pengawasan yang di

lakukan oleh aparat pengawasan fungsional yang bersangkutan.

Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan/atasan ma- 

yiug-rnarjinc; Lni murupakan nuatu pengawasan l a n g s u r i P i m -  

pinan secara langsung mengadakan pemeriksaan kepada bawah-* 

annya, sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh aparat po- 

ngawasan fungsional dilakukan oleh BPKP, Inspektorat Jen

deral Departemen, Inspektorat Wilayah Propinsi, Inspekto

rat Wilayah Kabupaton/Kotamadya.

Di dalam melaksanakan pengawasan keuangan daerah ini
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di dasarkan pada Keputusan Mendagri Nomor 903 - 603 tahun 

1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, Kita harus mengingat bahwa Anggaran Daerah itu ter

diri dari Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Rutin, ini 

diatur pada pasal 38 Keputusan Mendagri Nomor 903 - 603 ta

hun 1984* yang prosedurnya sebagai berikut :

1. Kepala Daerah menyelenggarakan pengawasan terhadap pe

laksanaan anggaran yang dilakukan dilingkungan Pemerin- 

tah Daerah;

2. Atasan Langsung Bendaharawah mengadakan pemeriksaan kas 

terhadap bendaharawan bawahannya sekurang-kurangnya se- 

kali dalara 3 bulan dengan membuat berita acara pemerik* 

saan kas;

3. Sekretaris Wilayah Daerah mengadakan pengawasan terha

dap pelaksanaan DIKDA oleh Dinas/Lembaga/Satuan Kerja 

Daerah lainnya;

Biro/Bagian Keuangan mengadakan Verifikaci terhadap SP 

MU dan SFJR yang disampaikan kepadanya;

5. Sekretaris Wilayah Daerah mengadakan pengawasan terhadap 

ketaatan dipatuhinya DIKDA yang telah ditandatangani di 

di dalam pelaksanaan anggaran oleh Dinas/Lembaga/Satuan 

Kerja Daerah lainnya;

6, Inspektorat Wilayah PropinsL/Kabupaten/Kotamadya menga- 

dakan pemeriksaan atas pelaksanaan anggaran yang dilaku

kan Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Daerah lainnya;
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7. L a p o r a n  hasil poincrikGaan sobagairnana dimaksud a r i g k a  6 

pasal ini disampaikan kepada Kepala Daerah dan tembusan 

laporan disampaikan kepada Mendagri dalam hal ini Irjen 

Depdagri sepanjang hasil pemeriksaan pelaksanaan anggar- 

Propinsi Daerah Tingkat I dan kepada Gubernur Kepala Da

erah Tingkat 1 sepanjang hasil pemeriksaan pelaksanaan 

A n g g a r a n  K a b u p a t e n / K d t a m a t f y a  D a o r a h  Tingkat II;

8. Biro Keuangan mengadakan pengujian serta pcnelitian t u r -  

hadap SPPR dan SPJP mengenai tersedianya anggaran, kete- 

patan tujuan pengeluaran, kutepatan pembebanan mata ang

garan, kelengkapan pembuktian dan kebenaran serta sahnya 

tagihan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pembangun

an, ini diatur pada pasal 39 peraturan yang sama/peraturan 

init yang prosedurnya sebagai berikut :

1* Pemimpin proyek mengadakan pemeriksaan kas terhadap ben

daharawan sekurang-kurangnya sekali dalam 3bulan;

2« Atasan langsung dari pemimpin proyek menyelenggarakan 

pengawasan turhadup polaksanaananggaran yang dilakukan 

olt li pemimpin proyek y.’mg berisaiigkutnn;

3* Biro/Bagian Keuaugan mengadakan v<jr.l 1‘ikaui terhadup po- 

laksanaan proyek terutama terhadap pcLaksanaan potunjuk 

oporasiona.L ( PO ) dalam rangka pelaksanaan DIPDA oloh 

pemimpin proyek antara lain mengadakan pengujian terhadap 

of 1‘oktifitaa, effisiensi pelaksanaan operasional, efi'isi- 

ensi penggunaan dana dan ketaatan terhadap peraturan
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porundang-undangan yang borlaku;

J+. Inspektorat Wilayah Propinsi/Kabupaten/Kotamadya monga- 

dakan pemeriksaan atas pelaksanaan anggaran oleh pemim

pin proyek yang meliputi kegiatan :

a. mengadakan penelitian terhadap SPJR dengan memperha- 

tilcan DIPDA, PO dan bahan-bahan lainnya;

b. mengadakan pengujian terhadap efektifitas, efisiensi 

penggunaan dana dan ketaatan terhadap peraturan per- 

undang-undangan yang borlaku;

c. mengadakan pemeriksaan berkenaan dengan pelaksanaan 

menggunakan barang dan jasa produksi dalam negari.

5. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada Kepala Daerah, dan 

tembusan laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada 

Mendagri untuk hasil pemeriksaantingkat Propinsi dan ke

pada Gubernur Kepala Daerah untuk hasil pemeriksaan ting

kat Kabupaten/Kotamadyu; i 

6* Biro/Bagian Keuangan dalam mengadakan pengujian|atas SPPP 

yang diajukan o'luh bondaharawan, numperhatikan batae bi- .. 

ay;, tolok ukur dan batas biaya junie pengeluaran dalam 

tiap tolok ukur yang tcrcantum dalam DIPDA dan hal-hal 

kelengkapan pembuktian dan kebenaran tagihan.

Itulah proLiedur yang harus ditmnpuh untuk mul-ikukan 

pengawasan keuangan daerah, khususnya mengenai pelaksanaan 

anggaran daerah*

41

3. PertanKKunK.iawaban tcntaop: Pelaksanaan Pengawasan Keu-
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anaan Daerah

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap keuangan da

erah harus dilaksanakan oleh aparat yang borwenang melaku- 

kan pengawasan. Untuk itu aparat pengawasan tersebut, sete- 

lah melakukan tugasnya, maka tugas itu harus dipertanggung- 

jawabkan kepada aparat yang bcrwenang menerima pertanggung-^ 

jawaban atas pelaksanaan pengawasan keuangan daerah.

Yang dimaksud dengan aparat tersebut adalah Gubernur 

Menteri Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pemba

ngunan ( BPKP ), yang terakhir adalah Badan Pemeriksa Keu

angan ( BPK ).

Untuk Daerah Tingkat T.I Kabupaten/Kotamadya, pelak

sanaan anggaran ini harus dipertanggungjawabkan kepada Gu

bernur Kepala Daerah, sedangkan untuk daerah Tingkat I pe-
4

laksanaan anggaran ini dipertanggungjawabkan kepada Mente

ri Dalam Negeri, yang masing-masing dengan tembusan kepada 

Mentgri Dalam Negeri dalam hal ini Irjen Depdagri sepanjang 

mengenai hasil pemeriksaan anggaran/pelaksanaan anggaran

Daerah Tingkat I, dan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat
i

I sepanjang hasil pemeriksaan pelaksanaan anggaran Kabupa

ten/Kotamadya Daerah Tingkat II. 1

Untuk Dati T dan Dati II ini pelaksanaan pengawasan 

itu di.koordinir oleh BPKP atas petunjuk dari Men Ko Kkuin 

dan Wasbang. Pemeriksaan yang terakhir dalam pelaksanaan 

anggaran dilakukan oleh BPK yang kemudian akan diberitahu- 

kan-'-kftp&du'DPR tentang hasil pemeriksaan tersebut.

M  I L 1
pERP^sTA

* UNIVERSITY
S U R A l
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B A^B/ IV

PROBLEMATIC YANG TIMBUL DALAM PELAKSANAAN 

PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TINGKAT I 

JAWA TIMUR

Di dalam menjalankan/melaksanakan kegiatan pemerin

tahan, terutama dalam menjalankan tugas di bidang pengawas

an, banyak hal-hal yang- menjadi rintangan, untuk itu perlu 

kiranya untuk munanggulangi rintangan tersebut, agar para 

aparat pengawasan itu bisa bekerja dengan baik.

Di sini saya mcmbedaka hambatan tersebut dalam dua 

macam, yaitu hambatan yang terjadi di dalam pelaksanaan pe

ngawasan keuangan daerah Tingkat I Jawa Timur dan hambatan 

yang terjadi di dalam pelaksanaan pembangunan, karena di 

dalam anggaran daerah itu telah ditetapkan dua macam ang

garan yaitu anggaran rutin dan anggaran pembangunan, seper- 

ti yrng telah diuraikan pada bab terdahulu*

Hambatan yang torjadi dalam pelaksanaan pengawasan 

pembangunan, antara Iain :

1. Masih kurangnya tenaga ahli yang benar-benar mengu- 
asai masalah keuangan, khususnya keuangan daerah;

2. belum cukup tersedia dana dan fasilitas;
j>. belum berjalan dengan baik sistem built in controle 

( sistem pengawasan melekat ),22

Wawancara dengan Staf Inspektur Pembantu Keuangan 
Inspektorat Wilayah Propinsi Jatim, tgl 8 Mei 1985 dan Wa* 
wancara dengan Staf Inspektur Pembantu Perekonomian dan Ke- 
era Inspektorat Wilayah Kabupatcn Mojokerto, tgl 7 Maret 
1985.
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Untuk raengatasi hal tersebut kita harus moncari ja~ > 

lan kcluarnya atau cara pemecahannya. Cara mengatasi ham- 

batan tersebut adalah :

1. Masih kurangnya tenaga ahli yang benar-benar menguasai 

masalah keuangan daerah.

Di sini pemerintah harus berani mengusahakan kader- 

kader yang dididik untuk memperdalam di bidang keuangan, 

ini tcntunya harus disesuaikan dengan bakat dan kemampuan 

dari calon ahli tersebut. Jika perlu pemerintah mendatangkan 

tenaga ahli dari Luar Negeri untuk mendidik calon ahli-ahli 

kita. Disamping itu mengenai pengisian tenaga kerja, hal 

ini harus disesuaikan dengan keahlian dari mereka masing- 

masing untu bidang pekerjaan tertentu.

2. Belum cukup tesedia dana dan fasilitas.

Di sini pemerintah baik pemerintah pusat ataupun pe

merintah daerah harus selalu menggali sumber-sumber dana 

y.-.mg dapat dipakai untuk mcningkatkan incame daerah itu .. 

sendiri guna mernbiayai pembangunan baik di pusat maupun di 

daerah,

Disamping itu agar pelaksanaan pengawasan itu bisa 

berjalan dengan lancar, maka pemerintah harus inenyudiakan 

sarana dan prasarana yahg cukup baik, misalnya mobilisasi, 

gedung-gedung itu harus tcrsedia dengan cukup sesuai dengan 

kebutuhan* Jika kesemuanya itu sudah torpcnuhi deng.vu baik 

maka pelaksanaan pengawasan itu bisa berjalan dengan lan

car dan efisien*
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3. Belum berjalan dengan baik sistem pengawasan melekat.

Ada suatu datirah yang belurn menjalan cistern penga* 

wasan melekat, Di sini yang dimaksudkan dengan pengawasan 

melekat ada.Lah pengawfman yang dilakukan oleh ataean lang

sung dari Instansi Pemerintah. Jadi jelasnya seorang kc- 

pala itu mengawasi secara langsung terhadap bawahannya.

Agar sistem pengawasan melekat itu bisa berjalan de- 

lancar, maka pemerintah yang dimaksudkan adalah aparat pe

merintah pada semua instansi harus sering memberikan peng- 

arahan terttang maksud dan tujuan diadakan pengawasan mele

kat itu, karena ada kalangan/beberapa pejabat itu masih 

enggun melaksanakan pengawasan, karena raereka berpendapat 

bahwa pengawasan itu pada hakekatnya hanyalah mencari-cari 

kesalahan belaka.

Pada hal maksud dari pemerintah itu bukanlah demi- 

kian, tetapi untuk membenarkan apa yang kurang benar untuk 

dibenarkan dan akan dijakan landasan pembangunan di masa 

mendatang, disamping itu pemerintah ingin mewujudkan suatu 

pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

- Hambatan-hambatan yang terjadi dibidang pelaksanaan pem

bangunan,

Hambatan ini bisa terjadi karena dana yang tcrse- 

dia dan dapat juga terjadi karena aparat peiaksatia itu sen- 

diri. Jika hambatan itu tor jadi dibidan/; dana, maka harus 

diselidiki terlebih dahulu. Apakah realisasi dari dana un

tuk pembangunan itu belum baik, sehingga sering terjadi

*t5
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pelaksanaan pembangunan itu macet, Untuk itu perlu diadakan 

pengawasan dibidang pembangunan, Disamping itu bisa juga 

ter jadi usulan tentang dana yang lebih dikenal dengan is- 

tilcih DIP atau DIPDA itu turunnya terlambat, sehingga juga 

menghambat pelaksanaan pembangunan.

Agar pelaksanaan pembangunan itu bisa berjalan de

ngan baik, malt a di sini harus pandai-pandai memilih pemim

pin proyek, karena pimpro ini memegang peranan penting da

lam pembangunan, Pimpro ini harus benar-benar orang yang 

menguasai tentang lapangan, dan mempunyai keahlian yang 

memadai dibidang pembangunan*

Di sini masih ada satu maealah yang dapat menghambat 

pelaksanaan pengawasan, yaitu faktor manusia itu aendlri. 

Untuk mengatasi hal tersebut adalah setiap aparat pengawas 

itu harus mempunyai integritas yang tinggi, artinya harus 

mempunyai kepribadian yang dilandasi unsur jujur, berani, 

bijaksana dan tanggungjawab sehingga menimbulkan keperca- 

yaan dan rasa horraat,

Jujur, yaitu si fat mental yang baik dan boruih; be

rani yaitu sifat tidak takut menghadapi kesukaran ataupun 

tugas yang borat serta pan tang mundur mempertahankanpenda- 

pathya karena kebenaran; bijaksana yaitu sifat yang luwec 

dan lincah sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehondaki 

tanpa meninggalkan obyektivitasf tanggungjawab yaitu sifat 

tegac dan berani menghadapi akibat apapun daripada perbuat- 

annya, suatu sifat yang tidak mengelak/menyalahkan orang lain.
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KESXMPUTjAN d a n  s a r a n

B A B  V

1♦ Kesimpulan

Setelah secara panjang lebar menguraikan permasalah

an dalam skripsi ini, maka dari sini dapatlah diambil suatu 

kesimpulan sebagai berikut :

Pengawasan keuangan daerah yang menurut sejarahnya 

pada tahun 1967 dilaksanakan oleh Pengawasan Keuangan Dae

rah yang lazim disingkal dengan PKD, Sehubungan dengan per- 

kembangan jaman istilah PKD ini akhirnya diubah dan fungsi 

nya lebih ditingkatkan, dan akhirnya terbentuklah Inspekto

rat Wilayah Propinsi/Kabupaten/Kotamadya.

Tujuan pengawasan keuangan daerah ini terutama untuk 

mengetahui keadaan keuangan daerah sewaktu-waktu, disamping 

itu juga untuk tercapainya tertib administrasi keuangan da

erah. Jika siatem administrasi kouangan daerah itu sudah 

benar-benar tertib, maka dengan sendirinya biaya-*biaya yang 

telah dianggarkan di dalam APBD akan dilaksanakan/digunakan 

sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Jika adminis

trasi keuangan daerah itu sudah tertib dengan sendirinya 

akan tersedia biaya yang cukup baik untuk penyelenggaraan 

pemerintahan, karena petiyoi enggaraan tugau nogara yaitu ak- 

tivitas pemerintahan akan bisa berjalan dengan baik dan lan- 

car jika ditopang dengan biaya yang cukup baik pula. Tujuan 

pemerintah yang utaina di dalam penyelenggaraan pengawasan

k?
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adalah untuk menciptakan suatu pemerintahan yang bersih dan 

berwibawa.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, aparat penga

wasan itu harus moLakukan pemeriksaan secara obyektip agar 

dapat dicapai apa yang diharapkan yaitu suatu pemerintahan 

yang bersih dan bervdbatva, berhasil guna dan berdaya guna, 

Untuk itu perlu diciptakan suatu mekanisme yang lebih efek- 

tip dan dan efisien dengan maksud agar pengawasan langsung 

itu dapat dijalankan sampai tingkat kecamatan, kelurahan. 

Kadang-kadang daerah-daerah tingkat bawah itu belum melaksa

nakan pengawasan melekat secara baik.

Pelaksanaan pengawasan akan berjalan lebih efektip 

dan efisien jika tersedia dana dan fasilitas yang cukup. 

karena dengan sarana yang baik, aparat pengawasan fungsio- 

nal akan mudah dan cepat melaksanakan tugasnya. Disamping 

itu faktor manusia memegang peranan penting karena penga- 

was itu harus mampu mengungkapkan hasil penilaiannya seca- 

obyektip, dan setiap pemeriksa itu harus mcmpunyai integri- 

tas yang tinggi, yaitu kepribadian yang dilandasi unsur ju- 

jur, berani, bijaksana, dan tanggungjawab,

Kepala Daerah wajih mengambil langkah-langkah kebi- 

jaksanaan untuk menanggulangi segala rintangan/hambatan da

lam pelaksanaan pengawasan, Membuat laporan tentang keku- 

rang sarana yang ada di dalam wilayah kekuasaannya, dan me- 

ngusulkan kepada pemerintah pusat untuk diperhatikan masa

lah kekurangan uuranu yang ada di daerah to rue but.
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2. Saran-saran

Setelah menyimpulkan uraian-uraian dalam bab-bab se- 

belumnya, saya akan memberikan sedikit saran yang mungkin 

berguna bagi pembangunan nusa dan bangsa, terhadap ma6alah 

yang saya bahas dalam skripsi ini* Saran-saran tersebut ada-
%

lah sebagai berikut :

Harus ada jaminan hukum bagi aparat pengawasan di 

dalam mclaksanakan tugasnya sebagai pengawas, maksudnya a- 

dalah bahwa aparat pengawasan harus bisa menghilangkan ra

sa sungkan terhadap aparat pengawasan lainnya yang mempu

nyai pangkat dan kedudukan yang lebih tinggi dari aparat pe

rn oriksa. Karena orang yang mempunyai pangkat/kedudukan le

bih tinggi itu belum tentu benar terus dalam melaksanakan 

tugasnya, mcngingat bahwa manusia itu tidak luput dari fak- 

kekilafan, Dan tujuan pengawasan itu sendiri itu tidaklah 

moncari-cari kesalahan tetapi mungoreksi apa yang kurang 

benar untuk dibetulkan.
4

Pengawasan melekat itu harus benar-benar dilaksana

kan agar suatu tindakan yang tidak beres dapat segera dike- 

tahui, dan segera dapat diambil tindakan berdasarkan hukum 

yang berlaku oleh atasan langsung yang bersangkutan.

Dalam pengawasan jika sudah terbukti ada penyalahgu- 

naan jabatan, malt a tindak lanjut dari pengawasan itu harus 

benar-benar diterapkan, karena tanpa tindak lanjut yang be- 

rupa sanki administratif dan sanki pidana pengawasan terse

but tlada artinya bagi pembangunan.

^9
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Disamping.itu ada hal yang penting yaitu mengenai 

mental dari para pejabat. Aparatur negara itu harus mempu- 

nyai mental yang baik, yang dimaksudkan adalah harus setia 

dan taat pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945* selalu 

mementingkan/mengutamakan kepentinagn umum di atas kepen-" 

tingan pribadi.

Itulah sedikit saran yang dapat saya berikan dalam 

mombahas skripsi ini, yang mungkin saran tersebut akan ber- 

gurta bagi pembangunan bangisa dan negara Indonesia.
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